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ABSTRAK

Dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia. secara tida
langsung akan berpengaruh pada bidang konstruksi. Dalam menciptaka
persaingan yang sehat dalam dunia konstruksi, terutama dalam he
pengadaan barang/jasa, maka pemerintah mengeluarkan berbage.
kebijakan, salah satunya Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 2004.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metoda yang tepe
dalam pemilihan konsultan, vyaitu dengan membandingkan sister
pengadaan barang/jasa berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 257 tahu
2004 dan sistem ditetapkan oleh ADB. Studi kasus dalam penelitian ir
pada proyck Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah Pesisir Selatar
Metodologi yang dilakukan yaitu dengan mengevaluasi propose.
penawaran mulai dari evaluasi administrasi sampai evaluasi teknis da
biaya.

Hasil evaluasi teknis dan biaya berdasarkan Kepmen Kimpraswil Nc
257/2004 didapatkan nilai sebagai berikut : PT. Amarsidi : 87.11, P1
Konsulindo Primakarya Abadi : 83.11, PT. Herda Carter Indonesia
72.61. Sedangkan dengan menggunakan sistem ADB  didapatkan nile
sebagai berikut : PT. Amarsidi : 86.67, PT. Konsulindo Primakary:
Abadi : 79.04. PT. Herda Carter Indonesia : 72.65

Dari hasil vang diperoleh dapat disimpulkan bahwa metoda pemiliha
konsultan berdasarkan Kepmen Kimpraswil No. 257/2004, lebih efekti
digunakan di Indonesia dari pada standar yang ditetapkan oleh ADB. He
ini terlihat dari skor/nilai yang diperoleh Kepmen Kimpraswil No
237/2004 lebih besar dari nilai vang didapatkan oleh ADB. Hal ir
menunjukkan bahwa kualifikasi yang ditetapkan oleh ADB lebih tingg
daripada Kepmen Kimpraswil No. 2572004, schingga penyedi:
barang/jasa kurang mampu memenuhi standar yang ditetapkan ole
ADB tersebut.

Kata Kunei : Kepmen Kimpraswil No. 257, ADB, Tender



BABI
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya perkembangan industri
konstruksi khususnva di Indonesia dan semakin kompleksnya pekerjaan
konstruksi vang sesuai dengan perkembangan zaman. serta adanya
pengelolaan manajemen proyek yang lebih baik dan profesional,
menandakan kebangkitan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan
pembangunan  nasional.  terutama dalam  bidang  konstruksi.
Perkembangan yang paling menonjol dari dalam bidang konstruksi
adalah gejala semakin banyaknya proyek konstruksi, meningkatnya
teknologi yang di gunakan, serta bertambahnya peraturan-peraturan dan
persyaratan dari pemerintah, (Dipohusudo, 1996).

Suatu proyek konstruksi akan melibatkan pihak-pihak wvang
rerkait secara langsung maupun tidak langsung, vaitu : pemilik proyek
\onsultan, kontraktor, sub kontraktor, supplier, dll. Pemerintah sebaga
nadan yang bertanggung jawab dalam pengadaan barangfjasa wajit
mengkoordinir  semua  komponen-komponen diatas  dengar
mengeluarkan suatu kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakar
-ersaingan yang sehat antar penyedia jasa konstruksi.

Dalam menciptakan persaingan yang sehat antar penyedia jas
construksi, maka pemerintah  telah melakukan perbaikan  dal
~<nvempurnaan kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa yait
--~zan mengeluarkan Keppres Rl No. 80 tahun 2003 tentang Pedoma
- aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagal pengganti da

< -nores RI No. 18 tahun 2000 tentang penggolongan calon penyedi



jasa pemborongan pada proyek konstruksi. Semua Kkegiatan yang
berkaitan dengan usaha penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan
di Indonesia oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional
maupun pihak asing, wajib memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum
dalam Keputusan Presiden (Keppres) tersebut.

Terdapat perbedaan mendasar antara Keppres RI No. 80 Tahun
2003 dengan Keppres Rl No. 18 tahun 2000 antara lain tidak
diperlukannya lagi sertifikasi dari asosiasi usaha, yang selama ini
merupakan salah satu persyaratan bagi perusahaan penyedia barang/jasa.
Disamping itu, Keputusan Presiden tcrsebut telah menghilangkan
pembatasan wilayah Operasi Badan Usaha, sehingga pengusaha daerah
dikondisikan bersaing bebas dengan pengusaha daerah lain. Oleh sebab
itu Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 2004 mengkhususkan pada
penyedia jasa yaitu berupa persyaratan teknis yang harus dipenuhi
penyedia jasa dalam mengajukan suatu penawaran dalam suatu proyek
konstruksi.

Sebelum diberlakukannya Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun
2004, serta Kepres No. 80 tahun 2003, umumnya owner dan panitia
pelelangan lebih cenderung mengacu pada Keppres No.18 tahun 2000
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah, serta standar yang ditetapkan oleh ADB  (Asian
Development Bank) dalam proses pengadaan dengan pinjaman dari
ADB tersebut.

Dengan diterbitkannya Kepmen Kimpraswil tersebut. maka
disini akan dibandingkan sistem penilaian dan pemilihan konsultan yang

ditetapkan Kepmen tersebut dengan standar yang ditetapkan oleh ADB
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-~agal berikut

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulai

Sebelum proses penilaian dilakukan. maka panitia lelang haru,
menyepakati terlebih dahulu tentang standar nilai dan hobot yar.
akan diberikan. karena didalam Kepmen Kimpraswil No. 237/200]
menyebutkan : untuk pengadaan jasa konsultansi. maka stand |

bobot vang digunakan yaitu :

Unsur Bobot (%)
a. Pengalaman Perusahaan 10-20 %
b. Pendekatan dan Metodologi 20-40 %
c. Kualifikasi Tenaga Ahli 50-70 %4
Total 100 %%

Dengan adanya kesepakatan dari panitia pengadaan tentang bok
vang akan diberikan. maka tindakan diskriminatit vang dayp:
merugikan peserta lelang dapat dicegah, sehingga tujuan di
nengadaan, yaitu : adil, jujur, dan transparansi dapat terlaksana.

Perbedaan antara Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 2004 dengy)
peraturan yang dikeluarkan oleh Asia Development Bank (AD[
dalam evaluasi penawaran penyedia barangfjasa adalah pada su
cvaluasi teknis. Pada Kepmen Kimpraswil No. 257 tahun 200
Lualifikasi tenaga ahli menjadi prioritas utama dalam tahy

nenilaian. Sedangkan pada sistem ADB. selain kualifikasi tena:
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